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Abstrak 

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, Distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan isu fundamental 

dalam ekonomi yang berdampak langsung pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif 

ekonomi islam, distribusi yang adil bukan hanya tujuan ekonomi, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual. 

Artikel ini membahas prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi islam, termasuk konsep kepemilikan, zakat, 

larangan riba, dan sistem warisan, serta peran negara dalam menjamin keadilan sosial. Pendekatan islam 

menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta pencegahan 

penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Studi ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi dalam islam 

dapat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan sistem ekonomi yang 

lebih inklusif dan berkeadilan 

Kata kunci: Ekonomi Islam, Distribusi, Kekayaan 

Abstract 

In the economic development in Indonesia, the distribution of income and wealth is a fundamental issue in the 

economy that has a direct impact on social stability and community welfare. In the perspective of Islamic 

economics, fair distribution is not only an economic goal, but also a moral and spiritual obligation. This article 

discusses the principles of distribution in Islamic economics, including the concept of ownership, zakat, the 

prohibition of usury, and the inheritance system, as well as the role of the state in ensuring social justice. The 

Islamic approach emphasizes the importance of balancing the interests of individuals and society and preventing 

the accumulation of wealth in the hands of a few people. This study shows that the distribution mechanism in 

Islam can be an alternative solution to reduce economic inequality and create a more inclusive and equitable 

economic system. 

Keywords: Islamic economics, distribution, wealth 

 

PENDAHULUAN  

 Distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan isu fundamental dalam pembangunan ekonomi 
suatu negara. Ketimpangan dalam distribusi tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan 

ekonomi, seperti kemiskinan struktural, ketidakadilan sosial, serta ketidakstabilan politik. Dalam 

konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai sistem alternatif yang menekankan prinsip keadilan, 

keseimbangan, dan pemerataan dalam distribusi sumber daya. Sistem ini bertujuan tidak hanya 

meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga menciptakan harmoni sosial secara keseluruhan 

(Antonio, 2008). 

 Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung menitikberatkan pada efisiensi dan 

akumulasi kekayaan individu, ekonomi Islam menekankan bahwa kekayaan adalah titipan dari Allah 

yang harus digunakan sesuai syariah. Oleh karena itu, sistem distribusi dalam ekonomi Islam memiliki 

mekanisme yang khas, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan mengalirkan kekayaan 

dari golongan mampu kepada yang membutuhkan (Chapra, 2000). Dalam hal ini, konsep al-adl 

(keadilan) menjadi landasan normatif utama. 

 Para pakar ekonomi Islam, seperti M. Umer Chapra dan Monzer Kahf, menyatakan bahwa 

distribusi kekayaan tidak boleh dibiarkan mengikuti mekanisme pasar semata, karena pasar seringkali 
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tidak adil terhadap kelompok miskin dan rentan. Oleh sebab itu, negara dan institusi sosial Islam perlu 

hadir untuk mengintervensi secara adil melalui instrumen-instrumen fiskal syariah (Kahf, 1995). Hal 

ini sejalan dengan QS Al-Hasyr: 7 yang menekankan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan 

orang kaya saja. 

 Di Indonesia, ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi tantangan besar. Menurut data 

Gini Ratio dari Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin cenderung 

stagnan, bahkan meningkat di beberapa wilayah. Dalam konteks ini, penerapan prinsip ekonomi Islam 

bisa menjadi solusi alternatif yang aplikatif. Penerapan sistem zakat produktif dan pengelolaan wakaf 

tunai telah menunjukkan dampak signifikan dalam menyeimbangkan distribusi kekayaan di beberapa 

daerah (Huda et al., 2017). 

 Selain aspek distribusi vertikal (antara kelompok kaya dan miskin), ekonomi Islam juga mengatur 

distribusi horizontal yang melibatkan tanggung jawab sosial antar individu dan komunitas. Ini tercermin 

dari ajaran tentang ukhuwwah islamiyah dan maslahah ammah, yang menekankan pentingnya 

solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, distribusi dalam ekonomi Islam 

tidak hanya menyentuh aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial (Zarkasyi, 2011). 

 Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka studi tentang distribusi pendapatan dan 

kekayaan dalam ekonomi Islam menjadi sangat relevan, terutama di tengah tantangan globalisasi dan 

kapitalisme modern yang kerap menciptakan ketimpangan ekstrem. Artikel ini bertujuan untuk 

mengkaji konsep-konsep distribusi dalam ekonomi Islam berdasarkan teori para ahli dan 

implementasinya dalam konteks Indonesia, sekaligus mengeksplorasi instrumen-instrumen syariah 

yang dapat mendukung distribusi yang lebih adil dan berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN  

 Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 

menggali secara mendalam konsep distribusi pendapatan dan kekayaan dalam perspektif ekonomi 

Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan, seperti buku-buku literatur ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen dan data 

relevan lainnya. Seluruh data dianalisis secara naratif untuk menghasilkan gambaran yang 

komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam mengatur distribusi pendapatan dan 

kekayaan secara adil. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengertian dan Prinsip Distribusi Pendapatan dan Kekayaan 

           Distribusi pendapatan merupakan proses penyaluran harta dari pemiliknya kepada pihak yang 

berhak menerimanya, baik melalui mekanisme komersial maupun melalui cara-cara yang menekankan 

aspek keadilan sosial. Tujuan utama dari distribusi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap 

individu Muslim serta meningkatkan kesejahteraan mereka, yakni mencapai falah atau kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Pemahaman ini berlandaskan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk 

mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan dalam harta kekayaan seseorang terdapat bagian 

yang menjadi hak kaum miskin. Dalam konteks ekonomi Islam, distribusi pendapatan dan kekayaan 
sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral Islam, yang berfungsi sebagai sarana untuk meraih 

kesejahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata 

perlu menjadi prioritas dalam sistem ekonomi Islam. Setiap individu pun diharapkan dapat 

melaksanakan kewajibannya dalam hal ini, tanpa terhalang oleh kendala di luar batas kemampuannya. 

            Prinsip utama dalam pembagian kekayaan adalah keadilan. Keadilan distributif diartikan 

sebagai pembagian pendapatan dan kekayaan yang sesuai dengan norma-norma universal yang diterima 

masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan berarti memberikan penilaian yang adil terhadap kontribusi 

faktor-faktor produksi serta kebijakan harga, sehingga hasilnya sepadan dengan ukuran dan proporsi 

yang tepat. Keadilan juga mencakup kebijaksanaan dalam mengalokasikan hasil kegiatan ekonomi 

kepada mereka yang tidak mampu berpartisipasi dalam mekanisme pasar atau tidak sanggup membeli 

barang dan jasa berdasarkan kekuatan pasar. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme sosial seperti 

zakat, infak, dan sedekah. Distribusi kekayaan menjadi dasar penting dalam pengalokasian sumber 

daya. Perbedaan dalam kepemilikan kekayaan menunjukkan perlunya perhatian terhadap aspek 
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distribusi ini. Keadilan yang sejati menghendaki bahwa imbalan yang diterima individu dapat berbeda, 

dan wajar jika sebagian orang memiliki lebih banyak dari yang lain, selama prinsip keadilan ditegakkan 

dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang. 

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh makhluk hidup merupakan manifestasi dari prinsip 

keadilan yang menjadi inti ajaran maqashid syariah. Prinsip ini bertujuan melindungi hak-hak asasi 

manusia secara menyeluruh. Dalam perspektif Imam asy-Syatibi, kebutuhan dasar manusia mencakup 

lima hal utama, yaitu perlindungan terhadap agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan. Namun pada 

kenyataannya, tidak semua kelompok masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi 

ekonomi lemah, mampu memenuhi lima kebutuhan pokok tersebut secara layak. 

Pernyataan Ibnu Hazm bahwa kebutuhan manusia cenderung selalu lebih besar dibandingkan 

pendapatannya, menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan tantangan nyata. Kesenjangan 

antara kelompok kaya dan miskin berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya pada 

aspek sosial, tetapi juga terhadap stabilitas keamanan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, penting 

bagi negara dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan sistem yang adil dan inklusif guna 

memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh warganya. 

 

2Sistem dan Tujuan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan 

            Dalam sistem ekonomi kapitalis, hak kepemilikan bersifat bebas dan tidak dibatasi oleh 

kepemilikan orang lain. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengumpulkan serta mengelola 

kekayaan secara mandiri, tanpa adanya batasan dalam penggunaannya maupun dalam pembagiannya 

kepada pihak lain. Namun, kebebasan kepemilikan ini juga secara otomatis membatasi akses individu 

lain terhadap properti privat. Kepemilikan tersebut dianggap sah selama tidak mengganggu hak dan 

kebebasan orang lain sebagai sesama manusia. Pada akhirnya, para kapitalis—yakni pemilik modal dan 

konglomerat—menjadi pihak yang paling berkuasa dalam struktur ekonomi. Hal ini merupakan 

konsekuensi dari prinsip-prinsip distribusi yang dianut oleh sistem kapitalis. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika kebijakan pemerintah sering kali berpihak kepada kepentingan konglomerat, 

sementara kepentingan masyarakat luas cenderung diabaikan. Kondisi ini berujung pada ketimpangan 

dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang semakin tajam. 

Sistem ekonomi sosialis (al-isytirakiyah) memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan 

sistem ekonomi kapitalis, terutama dalam hal kepemilikan individu. Dalam sistem ini, kepemilikan 

pribadi tidak diakui secara luas dan hanya diperbolehkan dalam ruang lingkup terbatas, seperti 

kepemilikan atas alat produksi sederhana dan sebidang tanah kecil. Sistem sosialis juga tidak 

mengizinkan alih kekayaan melalui mekanisme investasi maupun warisan, yang dianggap dapat 

menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Oleh karena itu, dalam sistem ini, pendapatan 

masyarakat ditentukan dan dikelola sepenuhnya oleh negara, berdasarkan pendapatan nasional yang 

tersedia. Pemerintah memiliki kendali penuh atas arah investasi tanpa memperhatikan kesejahteraan 

individu. Dengan demikian, pembagian pendapatan dalam sistem sosialis cenderung mengesampingkan 

faktor-faktor seperti kemampuan, etos kerja, dan kontribusi nyata masyarakat dalam proses produksi 

           Meskipun ada berbagai sistem ekonomi yang berkembang, tidak semuanya sejalan dengan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, keadilan dan kebebasan merupakan landasan 
utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ajaran Islam menekankan bahwa kekayaan harus 

didistribusikan secara adil dan merata, serta menolak segala bentuk diskriminasi. Sistem ekonomi Islam 

juga menuntun kegiatan ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai moral (akhlak al-karimah), dengan 

tetap menjunjung tinggi kebebasan dan keadilan dalam berbisnis. Dalam kerangka ekonomi Islam, 

terdapat dua mekanisme utama dalam distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan 

sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pertama, distribusi melalui mekanisme pasar dan aktivitas 

komersial yang sah; kedua, distribusi berbasis nilai keadilan sosial yang menjamin perlindungan bagi 

kelompok yang kurang mampu. Menurut pandangan Muhammad Baqir al-Sadr, masyarakat dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok ekonomi: pertama, mereka yang memiliki kekuatan mental 

dan fisik untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri; kedua, mereka yang mampu bekerja tetapi 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan ketiga, mereka yang tidak memiliki kemampuan 

mental atau fisik untuk bekerja secara produktif dan membutuhkan dukungan sosial. 
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Kebijakan-kebijakan dalam Mendukung Pemerataan Distribusi Kekayaan 

    Menurut Islamy (1994), terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan publik. Pertama, 

kebijakan publik dalam bentuk perdananya merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah. 

Kedua, kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang 

nyata. Ketiga, kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, 

memiliki dan dilandasi oleh maksud serta tujuan tertentu. Keempat, kebijakan publik pada dasarnya 

harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Kebijakan-

kebijakan Islam dalam menciptakan keadilan dalam pembagian pendapatan dan kekayaan antara lain 

sebagai berikut: 

     a. Penghapusan Riba 

Dalam pandangan para fuqaha, riba merupakan pengambilan tambahan atas harta pokok atau 

modal secara tidak sah, baik dalam transaksi utang piutang maupun jual beli. Secara lebih luas, 

penghapusan riba dapat dimaknai sebagai upaya menghapus segala bentuk praktik ekonomi yang 

menimbulkan ketidakadilan atau kezaliman. Riba tidak terbatas pada persoalan bunga bank semata, 

melainkan juga dapat muncul secara tersembunyi dalam sistem ekonomi yang bersifat diskriminatif, 

eksploitatif, dan menindas. Dengan kata lain, riba dapat tumbuh subur dalam struktur ekonomi yang 

bersifat subordinatif, kapitalistik, neoliberal, dan hegemonik-imperialis, yang melampaui sekadar 

sektor perbankan. 

     b. Zakat 

               Zakat, atau sedekah wajib, berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang 

menekankan prinsip keadilan sosial. Keberadaannya membantu menciptakan keseimbangan dan 

harmoni antara kalangan yang mampu (muzakki) dan mereka yang membutuhkan (mustahik). Dalam 

Islam, zakat juga berfungsi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Oleh karena 

itu, kebijakan pembangunan nasional seringkali berkaitan erat dengan strategi pengumpulan dan 

penyaluran zakat. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual, melainkan juga sebagai 

instrumen sosial yang mencerminkan kondisi nyata masyarakat. Pelembagaan sistem zakat secara 

profesional akan memastikan pengelolaannya berlangsung secara efektif dan maksimal. 

     c. Pelarangan Gharar 

                  Gharar adalah transaksi yang hasilnya tidak jelas atau dapat diprediksi. Para pihak 

kekurangan informasi, yang menyebabkan ketidakpastian ini. Dengan kata lain, gharar adalah 

ketidakpastian barang yang diperdagangkan yang mengarah pada penipuan. Misalnya, ketika seseorang 

menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan di muka atau ketika seseorang menjual binatang 

yang masih berupa janin. Pelarangan gharar menghapus berbagai praktik yang mendorong spekulasi 

dan perjudian dalam berbagai sektor ekonomi. Gharar akan menyebabkan perekonomian tidak stabil 

dan tidak stabil dalam jangka pendek atau jangka panjang. 

      d. Pelarangan yang Haram 

                  Haram terkait dengan zat prosesnya. Melarang beberapa barang dan aktivitas terlarang 

dalam hukum Islam, termasuk mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, dan seluruh rantai 

produksinya. Dalam Islam, setiap jenis transaksi dilarang (diharamkan) karena tiga alasan. Pertama, 

transaksi yang mengandung potensi ketidakadilan, seperti pencurian, riba, perjudian, dan sebagainya. 
Kedua, transaksi yang melanggar prinsip saling ridha, seperti tadlis. Ketiga, transaksi yang merusak 

martabat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi dan minum khamar. 

 

Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Distribusi Kekayaan dan Pendapatan 

Dalam ekonomi syariah sangatlah dijunjung tinggi mengenai keadilan, tidaklah mungkin kita 

sebagai umat muslim itu hanya mementingkan satu aspek saja, sementara kita hidup di dunia yang mana 

segala aspek harus kita urusi (Amsari, Syahrul, et al.2023). Allah memerintahkan kita selaku umat 

muslim agar selalu menyeimbangkan perkara dunia dan akhirat. Maka daripada itu, kita selaku umat 

muslim haruslah sadar dan tahu mengenai apa saja prinsip ekonomi syariah dalam distribusi kekayaan 

dan pendapatan . 

Distribusi kekayaan dan pendapatan dalam ekonomi syariah berlandaskan sejumlah prinsip utama yang 

bertujuan menciptakan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan menghindari penumpukan 
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kekayaan hanya pada segelintir orang. Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam distribusi kekayaan dan 

pendapatan adalah sebagai berikut: 

1. Keadilan dan Pemerataan 

Dalam ekonomi Islam, prinsip utama dalam distribusi kekayaan adalah keadilan dan 

pemerataan. Tujuannya adalah agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang 

kaya, melainkan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dalam 

distribusi ini mencerminkan pembagian pendapatan dan kekayaan yang sesuai dengan prinsip 

keadilan universal. Dalam konteks ini, keadilan distributif juga mencakup upaya untuk 

mendistribusikan hasil-hasil ekonomi kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses 

ke pasar melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah.  

2. Larangan Penumpukan Kekayaan 

Dalam surat al-hasyr ayat 7 yang berbunyi: ” apa saja (harta yang diperoleh tanpa 

peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri 

adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam 

perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di 

antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu 

tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” 

Ayat ini menegaskan bahwasanya pentingnya distribusi kekayaan secara adil tidak hanya 

terhadap sekelompok orang saja. 

3. Instrumen Distribusi Syariah 

Instrumen utama yang digunakan untuk mendistribusikan kekayaan dan pendapatan 

adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, serta sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). 

Tidak bisa dipungkiri bahwasnya instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai jaminan sosial dan 

pengurang beban pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. 

4. Kebebasan dengan Batasan Etika dan Syariah 

Konsep ini di atnut oleh beberapa faham seperti kapitalis serta sosialis namun beda 

halnya dengan ekonomi syariah, Prinsip kebebasan dalam kepemilikan sebuah harta juga 

digunakan pada faham ekonomi syariah namun ekonomi syariah meyikapi kebebasan dengan 

tetap memahami rambu rambu serta perintah yang dianjurkan dalam agama Islam (Wahyu 

Wibowo, F. 2023). Salah satu ajaran yang disampaikan adalah jangan menumpuk suatu harta 

atau jangan membiarkan harta hanya berputar pada sekelompok golongan saja, oleh karena itu, 

perlu adanya distribusi yang adil agar kekayaan dapat tersebar secara merata. Meskipun 

individu diberi kebebasan untuk memiliki harta, kepemilikan tersebut tetap harus sesuai dengan 

prinsip dan aturan yang ditetapkan dalam nilai-nilai Ekonomi Syariah. 

5. Peran Negara sebagai Fasilitator 

Distribusi yang adil tidak seharusnya hanya difokuskan pada level individu atau 

kelompok kecil, melainkan negara juga memiliki peran penting dan aktif dalam 

mewujudkannya. Dalam konteks ekonomi syariah, negara-negara yang menganut atau 

mayoritas penduduknya beragama Islam seharusnya mampu melaksanakan distribusi ini 

dengan baik, mengingat nilai-nilai ekonomi syariah sangat melekat dalam sistem tersebut 
(Wahyu Wibowo, F. 2023). 

 

SIMMPULAN 

Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, 

keseimbangan, dan pemerataan sebagai fondasi utama untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan 

harmoni sosial. Berbeda dengan sistem kapitalis yang berorientasi pada efisiensi dan akumulasi 

kekayaan individu, serta sistem sosialis yang membatasi kepemilikan pribadi, ekonomi Islam 

menawarkan sistem distribusi yang adil melalui mekanisme pasar yang diawasi dan instrumen sosial 

seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi untuk mengalirkan 

kekayaan dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan, sehingga mencegah penumpukan 

kekayaan pada segelintir orang saja. 

Ekonomi Islam juga menegaskan larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan 

transaksi yang haram sebagai upaya mencegah ketidakadilan dan eksploitasi dalam perekonomian. 
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Negara berperan aktif sebagai fasilitator dalam memastikan distribusi kekayaan berjalan sesuai prinsip 

syariah, tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar. Di Indonesia, implementasi instrumen syariah 

seperti zakat produktif dan wakaf tunai telah terbukti mampu membantu mengurangi ketimpangan 

distribusi pendapatan di beberapa wilayah. 

Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan solusi yang komprehensif dan aplikatif untuk 

tantangan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan, baik dari aspek material maupun spiritual. 

Prinsip keadilan distributif, solidaritas sosial, dan peran aktif negara menjadi kunci dalam menciptakan 

distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam masyarakat modern. 
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